
SALINAN  

 

 

 
 

NOMOR 5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 
 

BUPATI BEKASI 

PROVINSI JAWA BARAT 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 5 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023; 

  b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun Anggaran 2023 tersebut perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 
Tahun 2006); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kesembilan Belas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 15);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27    Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972). 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 
7);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

 
Dan 

 

BUPATI BEKASI, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
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Pasal 1 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih ; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 
f. laporan arus kas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar 
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 
Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf  a tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp6.596.894.786.390,00 

b. Belanja Rp6.741.804.528.802,00 
Surplus/Defisit Rp(144.909.742.412,00) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan            Rp776.004.543.361,00 
- Pengeluaran           Rp75.000.000.000,00 

Pembiayaan Neto  Rp701.004.543.361,00 
Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  Rp556.094.800.949,00 
Berkenaan                 

 
Pasal 3 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp64.260.179.375,00dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran pendapatan Rp6.532.634.607.015,00 

2. Realisasi  Rp6.596.894.786.390,00 
Selisih lebih/(kurang)  Rp64.260.179.375,00 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah       

Rp(491.420.502.027,00)dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran belanja Rp7.233.225.030.829,00 
2. Realisasi Rp6.741.804.528.802,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp(491.420.502.027,00) 
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp555.680.681.402,00 dengan incian sebagai berikut : 
1. Surplus/defisit (Rp700.590.423.814,00) 
2. Realisasi  (Rp144.909.742.412,00) 

Selisih lebih/(kurang)   Rp555.680.681.402,00 
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp414.119.547,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp775.590.423.814,00 
2.  Realisasi  Rp776.004.543.361,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp414.119.547,00 
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan  Rp75.000.000.000,00                       
2. Realisasi  Rp75.000.000.000,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp0,00      
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f. Selisih anggaran dengan pembiayaan neto sejumlah Rp414.119.547,00 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pembiayaan neto Rp700.590.423.814,00 
2.  Realisasi   Rp701.004.543.361,00 

Selisih lebih/(kurang)  Rp414.119.547,00 

 
 

Pasal 4 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 
1 ayat (1) huruf b per 31 Desember  2023 sebagai  berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp775.590.423.814,00 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan  

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp776.004.543.361,00 
Sub Total (Rp414.119.547,00) 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan   

Anggaran(SILPA/SIKPA) Rp556.094.800.949,00 
Subtotal Rp555.680.681.402,00 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun   
Sebelumnya Rp414.119.547,00 
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Rp556.094.800.949,00 

 
. Pasal 5 

 

Laporan Operasional  sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per          
31 Desember 2023 sebagai  berikut: 
a. Pendapatan-LO  Rp7.132.353.840.813,59 

b. Beban  Rp6.354.716.579.265,69 
c. Surplus/Defisit dari Operasi  Rp777.637.261.547,90 

d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,00 
e. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp0,00 
f. Pos Luar Biasa Rp4.047.989.840,00 

g. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp4.047.989.840,00) 
h. Surplus/Defisit-LO Rp773.589.271.707,90 

 

Pasal 6 
 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 
sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal Rp14.107.376.409.899,40    

b. Surplus/Defisit-LO  Rp773.589.271.707,90 
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp88.057.794.028,37 

     Kesalahan 
d. EkuitasAkhir                                                         Rp14.969.023.475.635,70 

 

Pasal 7 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember  

2023 sebagai berikut: 
a.  Jumlah aset  Rp15.108.444.532.841,60 
b. Jumlah kewajiban  Rp139.421.057.205,94 

c.  Jumlah ekuitas dana  Rp14.969.023.475.635,70 
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Pasal 8 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 
a. Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2023 Rp775.606.727.569,00 

b. Arus kas dari Aktivitas Operasi  Rp835.413.575.905,00 
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi (Rp1.055.323.318.317,00 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00 

e. Arus Kas dan Aktivitas Transitoris Rp400.443.282,00 
f. Kenaikan/(Penurunan) Kas (Rp219.509.299.130,00) 
g. Saldo Akhir Kas di BUD  Rp504.603.261.136,00 

h. Saldo Akhir Kas selain BUD Rp51.494.167.303,00 
i. Saldo Akhir Kas Tahun 2023 Rp556.097.428.439,00 

 
Pasal 9 

 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)  huruf 
g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: 
 Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menuruturusan pemerintah 

daerah dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; dan 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan dan sub kegiatan. 
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; 
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana   bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 
l Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT 
DAERAH KABUPATEN BEKASI 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

 

Ttd 

 
SUPIYADI, SH, MH. 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan   

sampai akhir tahun anggaran 2023 dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 

 Lampiran XX.1 : Ikhitisar laporan keuangan (neraca) Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 

 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah. 

b. Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD TA 2023 

Lampiran I :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Pasal 11 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 
 

Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bekasi. 
 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 

pada tanggal, 17 September 2024 

Pj. BUPATI BEKASI, 

 

                                                                                 Ttd 

 

     DEDY SUPRIYADI 

Diundangkan di Cikarang Pusat 

Pada tanggal, 1 Oktober 2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 
 
               Ttd 

 
     JAOHARUL ALAM 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 5 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  

PROVINSI JAWA BARAT : (5/161/2024)        


